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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pembiayaan  

 Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada 

nasabah.1 Istilah pembiayaan pada intinya berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya 

menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan 

(trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan.2 

 Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program 

pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa 

pembiayaan adalah kegiataan penyediaan dana untuk investasi atau 

kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, 

koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan 

pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada 

                                                           
1 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN, 2002), Edisi I, 304. 

2 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, 2. 
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pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari 

pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana 

pembiayaan tersebut.3 

 Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.4 

Tujuan Pembiayaan 

Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya: 

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan 

taraf ekonominya. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan 

ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang 

kelebihan dana menyalurkan kepada pihak kekurangan dana. 

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu 

                                                           
3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 06/per/M.KUKM/I/2007. 
4 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 
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meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan 

dapat jalan tanpa adanya dana. 

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti 

menambah atau membuka lapangan kerja baru. 

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi 

maka akan terdistribusi pendapatan.5 

Prinsip-prinsip Pembiayaan 

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut: 

1. Character (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan 

kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap 

sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon 

pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan 

dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan 

kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan. 

2. Capacity (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat 

kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, 

mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek 

                                                           
5 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, 681-682. 



14 
 

produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek 

pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial 

(kemampuan menghasikan keuntungan) 

3. Capital (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam 

menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, 

perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya. 

4. Condition (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau 

tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai 

dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam 

pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha 

yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon 

pesaing, dan peraturan pemerintah. 

5. Collateral (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan 

yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap 

pemberian pembiayaan. 

B. Pengertian Usaha 

  Di dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa usaha itu 

adalah kegiatan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai 

suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikthtiar, daya upaya) untuk 

mencapai sesuatu. Usaha adalah tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun 

dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau 

individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.6 

                                                           
6 Ismail Solihin, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus (Jakarta: Kencana,2006), 27. 
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Menurut Hughes dan Kapoor, sebagaimana yang dikutip oleh Buchari 

Alma dalam bukunya Pengantar Bisnis, menjelaskan defenisi usaha yaitu, 

suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.7 

  Menurut yusuf Qardhawi dalam bukunya Norma dan Etika 

Ekonomi Islam, mengemukakan usaha yaitu menggunakan potensi diri 

untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak 

anggota tubuh maupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan 

secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun 

untuk orang lain. Jadi dilihat dari definisi di atas bahwa kita dituntut untuk 

berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk 

memenuhi kebutuhan hidup ini.8 

Konsep Usaha dalam Islam 

  Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan 

suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu 

kewajiban kemanusiaan. Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk 

memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt pada masing-masing 

individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk 

memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.9 

                                                           
7 Bukhari, Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2006), 21. 
8 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan Zainal Arifin L.c dan Dahlia Husin, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 104. 
9 Ruqaiyah Waris Masqood, Harta Dalam Islam (Jakarta: Perpustakaan Nasional: 2003), 66. 
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Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan 

mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha 

kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-

orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah 

berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk 

menolong orang lain yang memerlukan.10 

  Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan 

sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah 

membrantas kemiskinan masyarakat, pembrantasan kelaparan dan 

kemelaratan. Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan 

keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas 

pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan, kerja keras, berani 

mengambil risiko, manajemen yang tepat merupakan watak melekat dalam 

kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

  Salah satu kegiatan dalam usaha adalah memproduksi, dimana 

produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk 

menghasilkan barang dan jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-

sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama:11 

a. Kegiatan yang menciptakan manfaat 

                                                           
10 Ma’ruf Abdullah, Wirausaha Berbasis Syariah (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29. 
11 Muhammad Hidaya, Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 218. 

 



17 
 

b. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimumkan 

keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam 

kegiatan ekonomi. 

c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi 

C. Pengertian Ekonomi 

   Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi 

secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen 

rumah tangga12. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan 

cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan 

jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi 

sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan 

harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun 

distribusi.13 

   Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu 

sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau 

hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih 

besar dan komplek sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah 

interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam 

unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.14 

                                                           
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), 854. 
13 M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3. 
14 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers:2009), 2. 
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   Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis 

pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri 

adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat 

kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa 

saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut dengan usaha kecil dan 

menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian 

adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, 

serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang 

produktif. 

   Dalam perkembangan dewasa ini, ada dua sistem ekonomi yang 

paling berpengaruh di dunia, yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan sistem 

ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang 

mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta, sedangkan 

sistem ekonomi Sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi Kapitalis 

yakni suatu sistem ekonomi di mana pemerintah atau pekerja memiliki serta 

menjalankan semua alat produksi; hingga dengan demikian, usaha swasta 

dibatasi dan mungkin kadang-kadang dihapuskan sama sekali. 

   Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok 

manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu 

yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung kepada prioritas 

masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Oleh karena itu, bukan tidak 
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mungkin prioritas antara satu sistem ekonomi dengan ekonomi lainnya 

berbeda. Sistem Ekonomi Kapitalis lebih memprioritaskan individu dari pada 

kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih memprioritaskan 

kepentingan negara daripada kepentingan individu.15 

   Berbeda dengan kedua sistem ekonomi diatas, Islam menerapkan 

sistem ekonominya dengan menggunakan moral dan hukum bersama untuk 

menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, 

Islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu 

(khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada al-Qur‟an 

dan al-Sunnah. 

   Berdasarkan uraian itu, dapat dipahami bahwa ekonomi menurut 

Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan 

dari al Quran dan al-Sunnah, dan merupakan bangunan yang didirikan diatas 

landasan- landasan tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. 

Sehubungan dengan hal tersebut, al Quran dan al-Sunnah sebagai sumber 

hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada 

sistem perekonomian menurut Islam. 

   Prinsip-prinsip utama dalam Islam berkenaan dengan sistem 

ekonomi adalah dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri ekonomi 

Islam, dan kebebasan ekonomi menurut Islam. Selain hal-hal tersebut, Islam 

dengan al-Qur‟an dan al-Sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan 

                                                           
15 Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad „Abdul Karim. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-

Prinsip dan tujuan-tujuannya. Terjemahan oleh Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. (Jakarta: Bina 

Ilmu, 1980), h. 11 
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yang berkaitan dengan faktor produksi, kerja menurut Islam, hak milik 

menurut Islam, akad dan pendayagunaan harta Konsep Islam tentang hakikat 

manusia menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah, yang Allah 

menjadikan kepada pandangan manusia kecintaan kepada segala sesuatu yang 

diingini syahwatnya. 

Seiring dengan itu, Islam juga memberikan kebebasan kepada 

individu dan berekonomi, tidak seperti yang ditentukan oleh sistem 

Sosialisme, tetapi Islam juga tidak melepaskannya tanpa kendali seperti 

yang dilakukan oleh sistem Kapitalis. Hal ini berarti bahwa kebebasan 

ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya, Islam 

tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi 

mengikatnya kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai Syari’at.  

 


